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ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektua (HKI) merupakan salah satu jenis benda
bergerak yang dapat diwakafkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf. Peraturan-peraturan perwakafan sebelumnya belum ada
yang menjadikan HK| sebagai harta bendawakaf. HKI menjadi harta benda wakaf
karena adanya pergeseran paradigma wakaf menuju wakaf produktif. Namun
demikian, Undang-Undang tersebut sarat akan problematika yuridis karena tidak
ada penjelasan khusus terhadap wakaf HKI seperti halnya pada wakaf uang.
Selain itu praktek perwakafan HKI masih sangat jarang dikarenakan belum
jelasnya bentuk-bentuk perwakafan HKI.

Permasalahan tesis ini adalah, problem yuridis apa sga yang terdapat
dalam ketentuan wakaf HKI dalam Undang-Undang Wakaf, dan bagaimana
bentuk-bentuk wakaf HK | sebagai salah satu bentuk wakaf produktif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan yuridis normatif. Spesifikas penelitian yang digunakan adaah
deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini meliputi; pertama, problematika wakaf HKI
menyangkut tiga hal yaitu pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
hukum. Dari segi substansi hukum, wakaf HKI belum ada yang menjelaskan
secara tegas, bagaimana pengaturan mengenai wakaf HKI serta mekanismenya.
Dari segi struktur hukum, belum dijelaskan secara tegas sigpa sga yang bisa
menjadi wakif ataupun nazir dalam wakaf HKI. Sedangkan dari segi budaya
hukum, masyarakat masih asing dengan wakaf terhadap benda selain tanah,
sehingga untuk jenis wakaf benda bergerak yang tidak berwujud seperti halnya
HKI, maka penerimaan masyarakat masih sangat rendah. Kedua, bentuk-bentuk
perwakafan HKI menentukan mana yang paling maslahat, baik bagi wakif, nazir,
maupun masyarakat sebagal peruntukan harta wakaf. Pewakafan HKI dibagi
menjadi dua, yaitu penyerahan HK|I oleh wakif secara mutlak kepada nazir untuk
selamanya atau wakif mewakafkan HKI1 nya dengan jangka waktu tertentu baik
melalui lisensi maupun waral aba.

vii



MOTTO

Aﬁ\dy)&\cmamw‘)o}ﬁ@\uc
S Sl 13" 08 alu g ade 4 s

" el e 3 5 adil ale

Darc Aa FHuaracrnah T4,  latwasannya
Rasalullat bensabda: rpabila manusia telah mati
b ferkana, yadt: ohaddagal jarigal, dms yang
dimanfaatban dan anak dhalel yang mendoaka.



> Redua erany tuaku

> Adib- Adibbu

> Reban-reban |

> Dan, selurah civitas academica yany
tenus berjuang wntuk bemajuan Vma

Pengetatiuan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Rl dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22
Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf | Nama Huruf Latin Keterangan

Arab

| alif Tidak dilambangkan| Tidak dilambangkan

< ba’ b Be

< ta’ t Te

< sa $ Es (dengan titik di atas

z jim ] Je

z ha h Ha (dengan titik d
bawah)

z kha kh Ka dan ha

2 dal d De

3 zal Z Zet (dengan titik di atas)

D ra’ r Er

D) zai Z Zet

o sin S Es

o syin sy Es dan ye

o= sad $ Es (dengan titikk d
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L ta’ t Te (dengan titik d
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L za' z Zet (dengan titikk d
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¢ gain g Ge
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

(e ditulis Muta’'aqqidin
dac ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
4 ditulis hibbah
L ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis di dengan h.

| Ll sY) 4al S | ditulis | Karamah al-auliyr’ |

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fahah, kasrah dan
dammah ditulis t.

\ hidll 318 | ditulis | Zakatul fifri |
D. Vokal Pendek
kasrah [
fathah a
dammah u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis a
dals ditulis jahiliyyah
Fathah + ya’ mati ditulis a
(s ditulis Yas'a
Kasrah + ya’ mati ditulis 1
a S ditulis karim
Dammah + wawu mati ditulis u
B=Y8. ditulis furad
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. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai

aSiw ditulis bainakum
Fathah + wawu mati ditulis au

JA ditulis gaulum

. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan oleh Apostrof

T
we

] ditulis A'antum
el ditulis Uidat
S oAl ditulis La'in syakartum

. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

olLal

ditulis

Al-Qur’an

el

ditulis

Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)- nya.

el

ditulis

As-Sam’

i)

ditulis

Asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalima

t

sl 550

ditulis

zawi al-furad

Aadl Ja)

ditulis

Ahl as-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang selain memiliki dimensi
spiritual juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Kata wakaf berasal dari
bahasa ArabWwagafd. Asal kata Waqafd berarti “menahan” atau “berhenti”
atau “diam di tempat’ atau “tetap berditi"Secara singkat wakaf berarti
menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seafiang
(pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan
ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran
Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan
(wagif), dan bukan pula milikazr, tetapi menjadi milik Allah (hak umat).

Indonesia, sebagai Negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia
sudah sangat mengenal lembaga perwakafan. Dimulai dari zaman kerajaan
Islam, masa penjajahan, dan tentu saja kian berkembang pada masa pasca
kemerdekaan. Sekalipun lembaga perwakafan merupakan lembaga yang
berasal dari ajaran Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan

diantara para ahli hukum bahwa lembaga perwakafan tersebut merupakan

! Tim PenyusunFigih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007),hal 1.

2 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesi@akarta: Ciputat Press, 2005), hal 7.



masalah dalam hukum adat Indonesia, karena diterimannya lembaga ini
berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Persoalan wakaf awalnya diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak
tertulis dengan mengambil sumber hukum Islam. Pola pelaksanaan wakaf
masyarakat masih dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada
seseorang atau lembaga tertentu yang dilandasi wakaf sebagai amal saleh yang
mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa harus melalui proses
administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata sehingga tidak ada
orang yang akan berani mengganggu gugat tanpa seizin“‘Allehda yang
diwakafkan pada umumnya adalah tanah. Tanah tersebut biasanya dialokasikan
untuk dijadikan masjid, sekolah, madrasah, panti asuhan, kuburan dan
sebagainya. Namun dalam perjalanannya terdapat berbaagai masalah, mulai
dari banyaknya tanah wakaf yang bersengketa, hingga tanah wakaf yang tidak
produktif.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat dalam kaitannya
dengan tanah wakaf. Pada masa kolonial dikeluarkan berbagai Surat Edaran

dari Sekretaris Governmen berkaitan dengan tanah waRaf.Pasca

% Tim PenyusunPanduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia

(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama RI, 2007), hal. 2.

* Tim Penyusun, &adigma Baru Wakaf di Indonesi&Jakarta: Direktorat Pemberdayaan

Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 97-98.

® Diantaranya Surat Edaran Sekretaris Govenmen pada tanggal 31 Januari 1905, No. 43 yang

termuat dalanBijblad 1905 No. 6196 t, Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 4 Juni 1931 No.
1361/A yang dimuat dalamBijblad 1931 No. 125/3, Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 24



kemerdekaan, dimulai dengan dikeluarkannya Petunjuk-Petunjuk Mengenai
Wakaf oleh departemen Agama RI pada tanggal 22 Desember 1953 hingga
dikeluarkannya Surat Edaran No. 5/D/1959 tentang prosedur Perwakafan
Tanah. Beberapa peraturan perwakafan tanah tersebut masih dianggap belum
memberikan kepastian hukum menganai tanah wakaf, hingga diundangkan
Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) pada pasal 49 yang kemudian dikeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan TanahMilik.

Namun demikian, pada perkembangannya sistem perwakafan ini
mengalami berbagai problem. Hal ini disebabkan karena wakaf di masyarakat
merupakan wakaf non produktif yang pada umumnya berupa tanah dan biaya
operasionalnya terkesan membebani masyarakat. Menurut K.H Mukhlisin
Muzarie persoalan wakaf yang cukup rumit terkait dengan pemahaman dan
pengelolaan. Pandangan masyarakat masih mengacu pada ulama Syafi’iyah
yang menekankan pentingnya mempertahankan keabadian benda (teori
muabbad, dibanding dengan mempertahankan kelestarian manfaatnyaa(teori

maqgzsid al-syafah), akibatnya banyak aset wakaf yang rusak dan terlantar.

Desember 1934 No. 1361 No. 3088 A yang dimuat daBijhlad tahun 1934 No. 13390, dan Surat
Edaran Sekretaris Govermen tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A yang dimuat Bigidéad 1935 No.
13480.

® Tim Penyusun,Panduan.., hal. 3-7.

" Mukhlisin Muzarie,Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gdflioebon:
STAIC Press, 2011), hal. 7-8.



Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, paradigma perwakafan di Indonesia mulai bergeser. Undang-Undang
ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari
semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan
pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Sehingga
muncul istilah wakaf produktif untuk memperbaharui konsep wakaf
konvensional sebelumnya.

Sebelumnya, wakaf hanya dikenal dalam bentuk wakaf tanah yang
diperuntukkan sebagai sarana ibadah maupun pendftildni, sejalan
dengan paradigma wakaf produktif, objek harta wakaf tidak lagi hanya terpaku
pada tanah yang termasuk kategori benda tidak bergerak. Lebih jauh, objek
benda wakaf sudah merambah pada benda bergerak bahkan sampai kepada
kategori benda bergerak yang tidak berwujud.

Di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16
Ayat (3) menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak
dan tidak bergerak. Kategori benda tidak bergerak seperti halnya yang sudah
dikenal secara konvensional meliputi tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas
satuan rumah susun maupun benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang

8 Menurut data Kementrian Agama tanah wakaf di Indonesia tercatat sebanyak 403.845 lokasi
dengan luas 1.566.672.406 m2. Lihat dal®snduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis
di Indonesia,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 69



dimaksud sebagai benda bergerak adalah benda yang tidak habis karena
dikonsumsi, yang meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak
atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan
ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian
dari jenis-jenis tersebut yang merupakan benda bergerak yang tidak berwujud
adalah surat berharga, hak kekayaan intelektual dan hak sewa.

Salah satu bentuk benda wakaf yang masuk kategori benda bergerak
dan tidak berwujud adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI, meskipun
bukan hal baru, namun masih asing bagi sebagian besar masyarakat di
Indonesia. Mengingat HKI memang berasal dari peradaban masyarakat Barat
yang sarat akan nilai-nilai individualistik kapitalistik. Sehingga ketika
diundangkan bahwa HKI merupakan salah satu benda wakaf, masyarakat tidak
terlalu merespon. Faktanya, hingga saat ini bentuk wakaf Hak Kekayaan
Intelektual masih sangat jarang ditemui.

Eksistensi HKI sendiri sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan
baik domestik maupun globalHKI tertuang sebagahgreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreersehggai
bagian dariAgreement Establishing the World Trade Organization (WTO

Agreement}°

° Etty S. SuhardoHak Kekayaan Intelektual dan Lisensi HKBemarang: Magister lImu
Hukum Universitas Diponegoro, 2012), hal. 1.

0 Achmad Zen Umar Purb&erjanjian TRIPs dan Beberapa isu Strateg{8andung:
Kerjasama Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan PT. Alumni, 2011), hal. 1.



Aspek hukum HKI diawali dari hasil kemampuan berpikir manusia
yang memiliki daya cipta berupa ide-ide kreatif yang khas atau eksklusif dari
pencipta atau inventor yang terwujud pada suatu bentuk ciptaan atau ivensi-
invensi tertentd? Singkatnya, HKI atau secara internasional dikenal dengan
Intellectual Property Rights (IPRynerupakan hak yang timbul dari hasil olah
pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk
manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil
dari suatu kreativitas intelektugl.

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok
hak kekayaan industrindustrial Property Righfsdan kelompok Hak Cipta
(Copy Rights) Kelompok hak kekayaan industri meliputi: Patétatént),
Desain Industri Iodustrial Design, Merek {Trademarl, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu ltayout Design Of Integrated Circuit) dan Rahasia Dagang
(Trade Secret). Sedangkan Hak Cipta terdiri dari Hak Cipta itu sendiri dan Hak
yang berkaitan dengan Hak CipNefghboring Rights**

Sejauh ini, meskipun HKI merupakan salah satu benda wakaf, praktek
perwakafan HKI masih sangat minim dan terforkus hanya pada hak cipta.

Mengingat, bahwa baru hak cipta yang termasuk dalam masalah figih

1 Etty S. SuharddHak Kekayaan.. hal. 1-2.

12 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektiliku Panduan Hak Kekayaan Intelektual
(Jakarta: Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republilk Indonesia, 2011), hal. 1

13 0.K. Saidin,Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelekiudakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.
13-15.



kontemporer yang sudah di respon ulama. Keputusan Komisi Fatwa Majelis
Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta menjadi salah satu bukti
eksistensi Hak Cipta dalam wacana figih kontemporer. Fatwa ini menetapkan
bahwa: 1) Hak Cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaguq (
mdiyat) yang mendapat perlindungan hukumaghuh sebagai kekayaan
(mal), 2) Hak Cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah Hak Cipta atas
Ciptaan yang tidak bertentangn dengan hukum Islam, 3) Hak Cipta dapat
dijadikan objek akadnga’qud ‘alayh), baik agad pertukaran atau komersil
(muawadhat), maupun akad non-komersialab@rru’at), serta dapat
diwakafkan dan diwariskan, dan 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak
Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah
haram.*

Tahun 2005 MUI kembali mengeluarkan Fatwa, kali ini bertajuk
perlindungan Hak Kekayaan IntelektdalMeskipun ditujukan untuk semua
jenis HKI, namun penjelasannya di dominasi mengenai Hak Cipta semata. Pun
dalam beberapa literatur, misalnya dalam bWakaf Produktif karangan Jaih
Mubarok, walaupun diterangkan mengenai wakaf HKI, hanya memberikan
contoh pada wakaf Hak Cipta saja. Beliau mencontohkan wakaf yang

dilakukan oleh seorang dosen fakultas Syari'ah IAIN Gunung Djati (Alm.

14 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

15 Keputusan Fatwa Majellis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.



Hanafi) yang telah mewakafkan salah satu bukunya kepada HMI Korkom
IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung) dan yang dilakukan
oleh Nasuka (purnawirawan) yang telah mewakafkan bukunya tentang teori
sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media (Jakarta) ke Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandur.

Secara teoritik, sebenarnya wakaf HKI sejalan dengan paradigma
wakaf produktif. Mengingat dalam wakaf produktif secara terminologi
merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi
pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah
manfaat wakaf atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai proses
pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang
maksimum dengan modal yang minimdfmSedangkan HKI sangat erat
kaitannya dengan dunia bisnis. Di harapkan wakaf HKI bisa memberikan
manfaat yang besar, sama seperti HKI dalam dunia bisnis.

Namun demikian, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
kurang memberikan keterangan lebih lanjut mengenai HKI sebagai harta benda
wakaf. begitupula pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan UU Wakaf. Belum ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk wakaf
masing- masing HKI, baik dalam Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industrial

(Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit

16 Jaih MubarokWakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hal. 105.

7 bid., hal. 15-16.



Terpadu, dan Hak Rahasia dagang). Kondisi ini menunjukkan adanya problem
yuridis terhadap wakaf HKI, mengingat masing-masing bentuk HKI memiliki
karakteristik yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa
lebih jauh bagaimana pengaturan perwakafan HKI. Kemudian, lebih lanjut
menganalisa problem-problem yuridis apa saja dalam perwakafan HKI dalam
Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maupun peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan wakaf dan HKI, serta
bagaimana bentuk-bentuk wakaf HKI. Maka penulis mengambil judul
“WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (  Problematika Yuridis dan
Bentuk-Bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai Salah Satu Bentuk
Wakaf Produktif) .

. Rumusan Masalah

Dari kegelisahan akademik tersebut, penulis merumuskan tiga rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Problem Yuridis apa saja yang terdapat dalam ketentuan wakaf Hak
Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf?

2. Bagaimana bentuk-bentuk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah

satu bentuk wakaf produktif?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis problem-problem yuridis yang terdapat dalam
ketentuan wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Mengkaji dan mengaanalisis bentuk-bentuk wakaf Hak Kekayaan

Intelektual sebagai salah satu bentuk wakaf produktif.

Adapaun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi
ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum perwakafan,
terutama dalam pelaksanaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola
pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan
ilmu yang telah didapat. Selain itu untuk memberi masukan serta tambahan
pengetahuan bagi pihak terkait, terutama pemerintah dalam upaya
mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan Perwakafan dalam kaitannya

dengan wakaf Hak Kekayaan Intelektual.
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D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai perwakafan bukan barang baru. Perkembangan
wakaf yang dinamis dari waktu ke waktu membuat para pakar giat
membahasnya. Terlebih dengan adanya paradigma baru wakaf, dari sistem
konvensional menuju wakaf produktif. berikut beberapa literatur yang telah
membahas wakaf produktif.

Buku berjudul Wakaf Produktif oleh Prof. Dr Jaih Mubarok
menjelaskan bagaimana pengembangan pengembangan aspek-aspek hukum
wakaf yang terkandung dalam UU No. 41 Tahun 2004, strategi yang
diperlukan untuk menjadikan wakaf sebagai media guna menciptakan
kesejahteraan, dan institusi-institusi yang dibentuk dan dilibatkan untuk
kemakmuran masyarakat melalui pemberdayaan wakaf. Hasil penelitian
tersebut disimpulkan bahwa aspek hukum wakaf terdiri dari aspek regulasi dan
struktur hukum wakaf, strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan wakaf
produktif adalah: 1) memperluas objek wakaf; 2) mendinamiskan jangka waktu
wakaf, abadi dan jangka waktu tertentu; 3) mengakomodasi pendapat Abu
Hanifah mengenai gagasan wakaf tidak termasuk wakaf lazim; 4) membentuk
institusi “struktur” wakaf baru yang menjadi regulator, fasilitator, coordinator,
motivator dan pengembang kualitaszina 5) mendapat dukungan dari
pemerintah seiring dengan berkembangnya perekonomian/perbankan sistem
syariah di Indonesia. Institusi baru yang dibentuk dalam rangka menjadikan

wakaf sebagai media untuk memakmurkan masyarakat adalah Badan Wakaf
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Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
(LKS-PWU) 18

Dr Mundzir Kahaf dalanManajemen Wakaf Produktif mengemukakan
problem wakaf dalam Islam, terutama yang terjadi pada masyarakat modern.
Beliau mulai membahas pengertian wakaf dan perkembangannya selama
berabad-abad. Kemudian membahas secara spesifik tentang wakaf dan urgensi
pembaruannya, bagian ini juga membahas format baru wakaf yang peranannya
bagi pengembangan wakaf Islam dan berangkat dari metode baru dalam figih
wakaf, dilanjutkan dengan membidik pengembangan dan pendanaannya. Dan
terakhir dijelaskan mengenai manajemen wakaf, terutama wakaf produktif.
Disini dijelaskan urgensi pengembangan wakaf sehingga dapat dimanajemen
dengan cara-cara modern dalam mengelola yayasan-yayasan yang tidak secara
langsung dikendalikan oleh pemilikn{.

Dr. Abdurronman Kasdi, Lc, M.Si dalam bulkigih Wakaf — Dari
Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif membahas permasalahan-permasalahan
wakaf dilapangan diantaranya; 1) pemahaman tentang pemanfaatan harta
benda wakaf; 2) jika dilihat dari jumlah tanah wakaf, meskipun sangat luas tapi
tidak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis; 3) tanah wakaf yang belum

bersertifikat, hal ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang

2004)

18 Jaih MubarokWakaf Produktifhal. 24.

19 Mundzir QahafManajemen Wakaf Produktif tefluhyidin Mas Rida, (Jakarta: KHALIFA,
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di masyarakat; 4) ma masih tradisional dan cenderung konsumtif. Dari
permasalahan-permasalahan  tersebut  beliau memberikan  strategi
pengembangan wakaf produktif diantaranya adalah: reinterpretasi konsep
wakaf, pengembangan wakaf produktif, regulasi perundang-undangan wakaf,
penerbitan sertifikat wakaf uang, dan stratemd rising wakaf produktif.
menurut beliau ada tiga hal mendasar dalam implementasi pengembangan
wakaf produktif: 1) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ddsasic( needs
masyarakat seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan
sebagainya, 2) mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi setiap
orang, terutama mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat; 3)
melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata
sosial yang menjamin kesejahteraan uffiat.

Musthafa dalam tesisSisi-Sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di
Indonesia (Studi Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)
membahas pembaruan apa saja dan metode pembaruan yang bagaimana dalam
Undang-Undang tersebut. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode
content analysiglan bersifat deskriptif komparatif. Hasil penelitian tesis ini
meliputi: Pertama Pembaruan hukum dalam UU 41/2004 mencakup; 1)
Pembaruan paham tentang wakaf mencakup: a) Definisi wakaf, yaitu

pembaruan definisi wakaf dengan mengakomodir wakaf berjangka waktu

20 Abdurrahman KasdiFigih Wakaf — Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produkgiudus:
STAIN Kudus dan Idea Press Yogyakarta, 2013)



14

tertentu fuaqggat), disamping wakaf yang dimanfaatkan selamanya
(muabbadl yang selama ini dipahami dan diamalkan oleh mayoritas umat
Islam di Indonesia dengan merujuk mazhab tertentu; b) Jenis benda wakaf,
dalam UU ini selain diatur tentang wakaf tidak bergerfateqd asset juga
dilakukan pembaruan dengan melaukan perluasan harta benda wakaf yang
bergerak, seperti wakaf uang, surat berharga dan lain-lain; ¢) Perubahan dan
pengalihan harta benda wakaf, yang dalam pemahaman umat islam di
Indonesia dengan merujuk pendapat mazhab tertentu adalah dilarang secar
mutlak. 2) Sedangkan dalam UU, pembaruan dilakukan dengan tetap melarang
melakukan perubahan terhadap harta benda wakaf tetapi memberikan
pengecualian, seperti apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai denga
Rencana Umum Tata Ruang dan tidak bertentangan dengan syariah.
Kedua,Pembaruan dalam sistem manajemen pengelolaan wakaf adalah
pembaruan yang lebih mengedepankan aturan yang diantaranya bersifat
administrasi terhadap aturan substansial dalam wakaf. misalnya tentang
pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, sertifikasi wakaf uang. Dan
ada yang bersifat organisatoris, yaitu dengan dibentuknya BWI dan lembaga
keuangan Syariah. 2) Dengan mengacu kepada metode umum pembaruan
hukum Islam, metodisasi pembaruan hukum Islam dalam UU 41/2004 lebih
banyak mengacu kepada metdte eclectic expedient (takhayyur dan talfiq)
dan metodeexpedient of administrative (g8ah syariyyah).Hal ini dapat

dilihat begitu banyak pasal yang hanya mereduksi pendapat ulama mazhab
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yang dianggap sesuai dengan kondisi sekarang seperti misalnya definisi wakaf,

jenis harta wakaf, dan perubahan dan pengalihan harta benda wakaf. juga

berbagai aturan administratif organisatoris yang menunjang terhadap konsep

perwakafan tersebut dengan didasarkan kepada kemaslahatan. Misalnya aturan
pendaftaran dan pengumuman haarta benda wakaf, sertifikat wakaf uang, dan

dibentuknya BWF!

Selain pembahasan mengenai perubahan paradigma wakaf, dari
konvensional menuju wakaf produktif, beberapa tesis meneliti tentang praktek
wakaf produktif pada beberapa lembaga. Berikut tesis-tesis tersebut.

Nila Saadati dalam tesRRengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme
Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At Tauhid
Al-Islamy Magelang).Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris,
dengan spesifikasi induksi analitik dan teknik analisis data deskriptif
kualitataif. Tesis ini membedah bagaimana pengelolaan wakaf tunai serta
upaya pelaksanaan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat di pondok
pesantren tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Penggalangan dana
atau pendanaan wakaf tunai dan pengelolaannya pada PP At Tauhid Al Islamy
adalah dengan cara penggalangan dana iamaa jariyyah dari para wali
santri setiap awal tahunnya, yang mana akan dikelola dalam pemberdayaan

unit-unit usaha produktif seperti kolam ikan, penanaman lahan perkebunan,

21 Musthafa,Sisi-Sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis UU No. 41
Tahun 2004 Tentang WakaT esis, tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)
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peternakan selama 4 tahun terakhir sudah bisa berjalan. Sumbangan wajib
pembangunan pondok tiap awal tahun, bantuan dari pemerintah atau badan
sosial atau para dermawan yang berupa uang pondok terima setelah digunakan
menjadi wakaf benda untuk membangun masjid, gedung asrama, perbaikan
lingkungan, sarana prasaranaa. Namun laporan-laporan keungan khususnya
wakaf uang kurang efektif dan transaparan. 2) Pemberdayaan ekonomi
pesantren sudah tepat sasaran, karena hasil wakaf dari iuran amal jarriyah
digunakan untuk kepentingan santri-santri dan manfaat operasional pondok
yang dirasakan manfaatn$a.

Tesis oleh Wahyu Prabowo berjudeeémberdayaan PKPU Cabang
Jawa Tengahdalam Pengelolaan Wakaf Tunai membahas pemberdayaan
wakaf tunai yang dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang
Jawa Tengah, kendala-kendalnya serta cara mengatasinya. Penelitian ini
memakai metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitik. Hasil
penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Dalam pemberdayaan wakaf tunai yang
dilakukan olen PKPU Jawa Tengah, dikelola dengan dibelikan sebuah mobil
ambulance sebagai fasilitas kesehatan dan sampai sekarang masih
melengkapinya dengan peralatan medis ambulance yang diperuntukan bagi
masyarakat dhuafa di daerah kumuh, miskin dan pinggiran kota semarang dan

sekitarnya yang diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sedikitpun.

22 Nila Saadati,Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi

Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren At Tauhid Al-Islamy Magel@egis, tidak diterbitkan
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)
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Bentuk wakaf produktif yang dapat dinikamti masyarakat secara menyeluruh
khususnya masyarakat kota semarang secara langsung dalam upaya untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat, 2) Kendala-kendala yang dihadapi
PKPU Jateng yang terjadi dalam proses pengelolaan wakaf tunai selama ini
dalam pelaksanaannya yaitu masalah pemahaman masyarakat tentang hukum
wakaf uang. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf uang
dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf. Memahami
rukun dan syarat wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan
memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh
berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan siapa wakaf
diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi
nazr, dan lain-lain. Terbatasnya jumlah para wakif yang ingin mewakafkan
hartanya sehingga mengakibatkan total dana wakaf tunai belum memenuhi
target; 3) Cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh PKPU cabang
jawa tengah adalah melakukan peningkatan penyuluhan dan sosialisasi dalam
pengelolaan wakaf tunai dengan melalui tahap-tahap: sosialisasi konsep wakaf
tunai, pendekatan kepada calon wakif dan pendekatan kepatawakaf,
sehingga akan tercapainya tujuan PKPU vyaitu peningkatan dalam berbagai
aspek kehidupan yaitu sector pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dan lain

sebagainy&®

2 Wahyu PrabowoPemberdayaan PKPU Cabang Jawa Tengah dalam Pengelolaan Wakaf
Tunai Tesis tidak diterbitkan, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011)
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Selain itu, terdapat pula beberapa penelitian yang lebih spesifik
mengenai wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Berikut skripsi maupun tesis yang
membahas tema tersebut.

Skripsi Dimas Fahmi Fikri berjudivakaf Hak Kekayaan Intelektual
Dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakafilnembahas bagaimana konsep harta hak kekayaan intelektual
terhadap wakaf dan pandangan hukum Islam atas hal tersebut. Penelitian
kepustakaan ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif. Hasil penelitian skripsi tersebut hanya menyebutkan bahwa HKI
dapat dijadikan objek benda wakaf karena secara hukum dianggap benda
bergerak (yang tidak berwujud) dan melihat dari aspek ekonominya yang
sangat besar. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salahuspig
mdiyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukomasiuin
sebagai mal (kekayaanf® Skripsi ini tidak membahas ada tidaknya
problematika hukum dalam pelaksanaan wakaf HKI, maupun bentuk-bentuk
wakaf HKI.

Skripsi Lutfi Nizar dengan juduWakaf Hak Cipta dalam Perspektif
Hukum Islam dan Perundang-Undangan di IndoneSiripsi ini membahas
bagaimana kedudukan, prosedur dan akibat hukum dari wakaf hak cipta serta

bagaimana perspektif Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

24 Dimas Fahmi Fikriwakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wgak8kripsi tidak diterbitkan, (Semarang, IAIN
Walisongo, 2010)
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terhadap wakaf Hak Cipta. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode
analisis berupacontent analysis metode deskriptif dan komparatif. Hasil
penelitian mengunggkapkan bahwa: a) kedudukan wakaf hak cipta sama
dengan wakaf pada umumnya karena hak cipta masuk kategori bedhyld)
prosedur wakaf hak cipta diatur pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu melalui
pendaftaran Hak Cipta dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual, c) akibat hukum jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka
manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang
memiliki, menjual, mewariskan atau menghibahkan secara individual, d) wakaf
hak cipta di Indonesia menganut pendapat malikiyah yang berpendapat bahwa
mauquf (benda wakaf) tidak harus benda yang berwujud, d) menurut
perundang-undangan, hak cipta di pandang sebagai salah satu hak kekayaan
(hugqug mdiyah) yang mendapat perlindungan hukumnaghui sebagai
kekayaan rpa), hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta
atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, Hak Cipta dapat
dijadikan objek wakaf, baik akad komersial maupun non komersial, serta dapat
diwariskan dan diwakafkan, dan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta
terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalatfharam.
Berikutnya tesis dengan judiodel Wakaf Untuk HKI sebagai

alternatif Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kepentingan Sosial

5 | utfi Nizar, Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di
Indonesia, Skripsi tidak diterbitkafSurabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).
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yang ditulis oleh Muhammad Ulil Albab. Tesis ini membahas implementasi
prinsip dasar wakaf terhadap Hak Kekayaan Intelektual serta bagaimana model
mekanisme wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai alternatif
pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual bagi kepentingan sosial. Penelitian
kepustakaan ini bersifat preskriptif dengan menggunakan teori asas hukum
dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulakn bahwa
Implementasi prinsip dasar wakaf terhadap prinsip-prinsip dasar HKI dapat
diimplementasikan. Prinsip HKI yang dapat diterapkan terhadap prinsip wakaf
antara lain: hak otoritas, hak privat dan pasar, berkesinambungan, TRIPs
mengikat.

Selain prinsip tersebut, implementasi prinsip Hak Kekayaan Intelektual
terhadap wakaf juga didasarkan pada prinsip keatil@nprinciple of natural
justice) prinsip ekonomi(the aconomic argumentprinsip kebudayaafthe
cultural argument) prinsip sosia(the social argumentf’

Dari buku-buku dan penelitian-penelitian sebelumnya, menurut penulis
belum ada yang membahas mengenai Wakaf Hak Kekayaan Intelektual secara
komprehensif. Meskipun ada penelitian mengenai wakaf Hak Kekayaan
Intelektual, hanya sebatas bagaimana pandangan hukum Islam memandangnya,
ataupun hanya mencari titik temu asas-asas Hak Kekayaan Intelektual dan

hukum wakaf, serta syarat-syarat administratif untuk dapat mewakafkan HKI.

%6 Muhammad Ulil AlbabModel Wakaf Untuk Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Alternatif
Pengelolaan HKI bagi Kepentingan Sosiéésis tidak diterbitkan, (Semarang: Universitas Diponegoro,
2014).



21

Pembahasan mendalam menngenai problematika hukum terhadap Undang-
Undang yang berlaku, maupun bentuk-bentuk wakaf Hak kekayaan Intelektual
belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.
E. Kerangka Toeritik

Wakaf merupakan salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran
Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki
yang dibenarkan oleh Tuhan kepadanya. Wakaf berasal dari bahasa arab dari
kataal-Waqf, bentuk masdar damiagafa-yaqifu-waqfalyang berarti berhenti

atau berdiri. Katavagafmempunyai arti yang sama dengan kadthabsyang
berasal dari kata kerfsabasa-yahbisu-habsamng berarti menahati

Dalam kitab-kitab figh, pengertian wakaf adalah menyerahkan sesuatu
hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorangnatéu (pemelihara
atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan
bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda
yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula
bukan milik tempat menyerahkamagr) tetapi menjadi milik Allah (hak
umat)?®

Istilah wakaf tidak dijelaskan secara tegas dalam al Qur'an. Penyebutan

wakaf lebih didasarkan pada substansi wakaf, yaitu untuk melakukan kebaikan.

%" sayyid SabigFigh Sunnah.“Mujahidin Muhayan, Terj. Figh Sunnah IV”, Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2009, him. 461.

28 Abdul Halim,Hukum Perwakafan di Indonesidakarta: Ciputat Press, 2005), hal 52.
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Beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan oleh ulama sebagai sumber hukum
perwakafan diantaranya: QS. Al-Hajj: 77, QS. Al-Bagarah: 267, QS. Ali
Imran: 92. Oleh karenanya substansi ini harus lebih diutamakan.

Melihat perkembangan wakaf yang terjadi di Indonesia, sudah saatnya
masyarakat diarahkan menuju era wakaf produktif. Wakaf tidak lagi hanya
sebatas tanah yang seringkali tidak bernilai produktif. wakaf harus dipayakan
untuk sebesar-besarnya kemaslahatan ummat.

Kemaslahatan erat kaitannya dengan tebriMagasid al Syarah.

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh al Ghazali untuk menunjukan apa
yang dikenal sebagai tujuan hukum. Al Ghazali mendefinisikan maslahah
sebagai “sebuah ungkapan yang menunjukkan tentang pewujudan kemanfaatan
atau penolakan atas kemadharataRada pokoknya, tujuan hukum dalam
Islam adalah maslahah yang secara bahasa sama artinya deagf@ah
(manfaat) dan sering diberi pengertian sebagai kepentingan méhusia.

Maslahahmerupakan kaidah utama di dalam figih Islam, yggilbu
al masdih wa daru al matsid” (meraih kemaslahatan dan menolak

kemafsadatan): Menurut Abdul Wahhab Khallaf, kemaslahatan manusia

* Gazali, Al-, al-Mustasfa i “llmi al-Usil, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-, IImiyyah, 1983),
hal. 481.

30 Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam — Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum
Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006),., hal. 111.

31 H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Prakti¢Jakarta: kencana, 2006), hal. 27.
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dalam kehidupan ini terdiri dari hal-hal yang bersifaaruriyyah
(necessitie&keniscayaan), hgjiyyah (needé&ebutuhan) dan tahsiniyyah
(luxuriedkemewahanj? Kemudian para ulama membagi tingkatfanuriyyah
menjadi lima, yaituhifz al din (pelestarian agamahjfz al nafs (pelestarian
nyawa),hifz al mal (pelestarian hartapifz al agl (pelestarian akal), darifzal
nas (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambahianal ird
(pelestarian kehormatan), untuk menggenapkan kefiragssid itu menjadi
enam tujuan pokok/primér.

Teori ini akan menunjukkan posisi wakaf HKI dalam kriteria
kemaslahatan dalam hukum Islam. Disamping tabilagasid al Syarah,
dalam ilmu hukum dikenal adanya teori sistem Hukum. Lawrance M.
Friedman dalam teori sistem hukum menyebutkan bahwa komponen-
komponen dalam sistem hukum meliputi: struktur huklegal structure,
substansi hukumdgal substande dan budaya hukunfegal culturg.*

Struktur hukum mewakili aktor ataupun institusi-institusi yang
berperan dalam penegakan hukum. Subtansi hukum, berkaitan dengan

peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai mengenai bagaimana institusi-

32 Abdul Wahhab Khalamanlakaidah-Kaidah Hukum Islam: llmu Ushul Figherj. Noer
Iskandar Al-Barsany, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 331.

3 Jaser AudahAl Magasid Untuk Pemulaerj Ali Abdelmon’im, (Yogyakarta: SUKA Press,
2013), hal. 8.

34 Lawrence M. FriedmarSistem Hukum — Perspektif lmu Soséj. M. Khozim, (Bandung:
Nusa Media, 2003), hal. 12-19.
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institusi itu harus berperilaku. Sedangkan budaya hukum adalah sikap dan nilai
sosial®®

Dari teori ini akan dapat dianalisis struktur hukum yang terdapat dalam
rangkaiaan hukum wakaf HKI. Selain itu, subtansi hukum dari wakaf HKI,
yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf HKI.
Dan yang terakhir adalah kultur hukum masyarakat dalam menanggapi wakaf
dalam bentuk wakaf HKI.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan
kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses
penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah
dikumpulkan dan diolaf?

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian
haruslah dilandasi dengan suatu metode yang memberikan petunjuk yang
cermat. Hal ini dikarenakan hasil penelitan harus  dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memerlukan metode penelitian

agar dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas.

*  Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA +

TAZZAFA,2010), hal. 195-196.

%30erjono Soekanto dan Sri Mamudpenelitian Hukum NormatifJakarta: Rajawali Press,
1986), hal. 1.
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Suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan maka perlu
berpedoman pada suatu metode yang biasa disebut dengan metode penelitian.
Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan.

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah penelitian, spesifikasi penelitian
yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan
dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi
data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian
dianalisis®” Bentuk penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara
tepat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk
menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyataé@mnudian
untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya sekedar
memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalahnya semata,
akan tetapi juga menganalisa, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data
tersebut dan tidak bermaksud mencapai kesimpulan secara umum.

Dengan demikian hasil penelitian ini akan benar-benar menjadi
suatu deskripsi dari objek yang menjadi permasalahan yaitu problematika

hukum wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Dari penggambaran tersebut

¥Ibid., hal. 230

3Amiruddin dan H. Zainal AsikinPengantar Metode Penelitian Hukufiiakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004),hal. 24-27.
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diambil suatu analisa berupa kesimpulan yang bersifat analitis yang
disesuaikan dengan teori-teori yang ada yaitu sdvagasid al Syarah
dan teori Sistem Hukum Friedman.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian
hukum normatif merupakan penelitian kepustakddvalam penelitian ini,
pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis, yaitu penelitian
hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan
bahan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, serta
diharapkan dapat memberikan solusi. Dengan demikian untuk mencari
jawaban atas segala permasalahan yang ada, dalam penulisan hukum ini
akan diteliti hal-hal yang berkaitan serta aspek-aspek pendukung
permasalahan tersebut. Pengkajian dalam penulisan hukum ini pertama-
tama dilakukan terhadap segala ketentuan-ketentuan perundang-undangan
berkaitan dengan perwakafan dan Hak Kekayaan Intelektual.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data-data yang akan menjadi bahan dasar tesis ini
adalah melalui studi kepustakadibrary study). Dengan mengumpulkan

dokumen, buku, literatur, jurnal, majalah, berita website, artikel, paper,

%Ronny Hanitijo SoemitroMetodologi Penelitian Hukum dan Jurimetiakarta: Ghalamania
Indonesia, 1988), hal. 11
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makalah, dan sejenisnya itu dalam beberapa tema sentral yang'dipilih
dalam tesis ini. Berbagai macam pustaka itu tentunya yang berkaitan
dengan Kajian Perwakafan dan Hak Kekayaan Intelektual serta peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

4. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana
tipologi penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yang diartikan sebagai
penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum
normatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro disebutkan ada dua sumber
data yaitu data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang
bersifat publik’*

Sumber data sekunder pribadi dalam penelitian ini berupa bahan-
bahan pustaka seperti buku-buku, literatur hukum dan non-hukum,
dokumentasi, jurnal/buletin ilmiah, majalah, surat kabar, berita website,
artikel, paper, makalah yang terkait dengan penelitian tesis ini. Sedangkan
sumber data sekunder yang bersifat publik dalam penelitian ini berupa
himpunan peraturan perundang-undangan, data arsip hukum, yurisprudensi,
dan data resmi instansi-instansi pemerintah, serta hasil penelitian lain yang

terkait dengan penulisan tesis ini.

“OLexy Moleong,Metodologi Penelitian Kualitajf(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal.
159

“1 Ronny Hanitijo Soemitrdyietodologi.., hal. 18
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Penelitian hukum normatif dalam penulisan tesis ini didekatkan
kepada penelitian terhadap sistematika hukum, dimana kerangka acuan
yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam
sistem hukurff. Kerangka acuan tersebut didasarkan pada jenis penelitian
kepustakaan yang dipergunakan sebagai kerangka konsepsional.

5. Analisis Data

Metode analisis terdiri atas metode analisis kuantitatif dan
kualitatif. Metode analisis kuantitatif pada dasarnya berarti, penyorotan
terhadap masalah serta usaha pemisahannya, yang dilakukan dengan
upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan
obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik
suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. Pendekatan
kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan
data deskriptif> Menurut Jane Richie seperti yang dikutip oleh Lexy J
Moleung, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial,
dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan
persoalan tentang manusia yang ditéfiti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data

*bid, hal. 23
3 Soeryono Soekant®etodologi... hal. 32.

* Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Bandung, 2005), hal. 6.
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deskriptif. Data akan diperoleh dari hasil penyelidikan berdasarkan fakta-
fakta yang ada, teori dan konsep yang berkaitan, sehingga dapat dianalisa
dan akhirnya dapat diambil konsep baru untuk memecahkan permasalahan
penulisan hukum ini.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini akan penulis bagi menjadi lima b&ab pertamatentang
pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awal arah penelitian yang
dilakukan, dengan mengemukakan dasar pemikiran pentingnya masalah ini
diteliti secara mendalam. Bab ini merupakan pintu masuk pada bab-bab
berikutnya.

Bab keduatentang tinjauan umum Hak kekayaan Intelektual. Pada
bagian ini akan dijelaskan Hak Kekayaan Intelektual, mulai dari definisinya,
Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak milik dalam kerangka hukum perdata,
penjelasan tentang masing-hasing Hak Kekayaan Intelektual dimulai dari Hak
Cipta kemudian diikuti Hak Kekayaan Industrial (Merek, Paten, Rahasia
Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), dan diakhiri
dengan penjelasan mengenai lisensi dan waralaba. Bagian ini menjadi dasar
dalam melihat aspek yuridis Hak Kekayaan Intelektual.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tentang wakaf. Bagian ini

dimulai dengan definisi dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf,
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wakaf dalam lintasan sejarah, dan regulasi hukum perwakafan di Indonesia.
Bagian ini menjadi gambaran mengenai perwakafan, baik dalam hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab keempaimerupakan analisis dari dua bab sebelumnya. Dimulai
dengan Wakaf Hak Kekayaaan Intelektual dalam hukum Islam, pengaturan
mengenai wakaf Hak kekayaan Intelektual dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia, kemudian problematika yuridis pengaturan Wakaf Hak
Kekayaan Intelektual hingga bermuara pada bentuk-bentuk perwakafan Hak
Kekayaan Intelektual dalam upaya mencapai kemaslahatan.

Bab kelimaadalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian
ini disusun untuk merangkum inti dari temuan-temuan penelitian, sekaligus
gambaran evaluasi singkat atas berbagai temuan itu, untuk kemudian

direkomendasikan pada berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, pertama,
problematika wakaf HKI menyangkut tiga hal yaitu pada substansi hukum,
struktur hukum, dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum, wakaf HKI
belum ada yang menjelaskan secara tegas, bagaimana pengaturan mengenai
wakaf HKI serta mekanismenya. Dari segi struktur hukum, belum dijelaskan
secara tegas sigpa sgja yang bisa menjadi wakif ataupun nazir dalam wakaf
HKI. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat masih asing dengan
wakaf terhadap benda selain tanah, sehingga untuk jenis wakaf benda bergerak
yang tidak berwujud seperti halnya HKI, maka penerimaan masyarakat masih
sangat rendah.

Kedua, bentuk-bentuk pewakafan HKI dibagi menjadi dua, yaitu
penyerahan HKI oleh wakif secara mutlak kepada nazir untuk selamanya atau
wakif mewakafkan HKI nya dengan jangka waktu tertentu baik melalui lisensi
maupun waralaba. Pada wakaf bentuk pertama, jika dikelola oleh nazir sendiri,
hanya dapat dilakukan oleh nazir perseorangan dan nazir organisasi, hamun
jika dilisensikan, semua nazir dapat mengelola royalti dari HKI yang
diwakafkan baik nazir perorangan, organisasi maupun badan hukum, dalam hal
ini baik yang berbentuk organisasi berbadan hukum maupun yayasan. Pada

wakaf bentuk kedua, jika wakif hanya melisensikan maka hanya nazir
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perorangan dan organisas yang dapat mengelola HKI, sedangkan jika
berbentuk sistem waralaba, semua jenis nazir dapat mengelola wakaf HKI
tersebut.
. Saran

Mencermati peraturan perundang-undangan mengenai wakaf dan HKI
yang ada, serta semangat untuk menjadikan wakaf sebagai wakaf produktif,
sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian pada wakaf HKI seperti
halnya pada wakaf uang (cash waqf). Jika pada pada wakaf uang dijelaskan
secara tegas mekani sme sertalembaga yang yang berwenang menangani wakaf
uang, maka ha serupa juga harus terjadi pada wakaf HKI. Pemerintah bisa
mengeluarkan peraturan khusus seperti  Peraturan Pemerintah dalam
melaksanakan wakaf HKI, daripada harus mengamandemen Undang-Undang
No. 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Mengingat HKI memiliki nilai ekonomi
yang tidak terhingga, serta perlindungannya bersifat internasional sehingga
sudah seharusnya wakaf HKI menjadi alternatif wakaf produktif yang

digalakan oleh pemerintah.
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